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Assalamu’alaikum Wr. Wh,

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia  serta  penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfa’atan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan,

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Padasuka tahun 2023 ini disusun
dengan maksud untuk merumuskan pembangunan desa yang sesuai ﬂengankﬂhumhnnmﬂjmﬂﬂi
keadaan setempat, merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa, menye

rencana kegiatan dan anggaran serta meningkatkan peran serta masyarakal desa dﬂm pﬁyaﬁ
pembangunan,

Desa Menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan men
pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Em

merupakan dokumen yangd:gmmkmaebagmdasa:dnlammelaimakmk:gmnwm
dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun kedepan.

Dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa dnkmnaana,Kﬁs ' tah Desa
(RKPDes) Desa Padasuka tahun 2023 ini masih jauh dari sempuma, oleh karena itu sangat diharapkan
masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut,

Akhimya kepada seluruh Tim Penyusun RKPDes dan mpﬂﬁmm
dalam penyususna ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.




KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya
sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Padasuka Kecamatan
Petir Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana
Pembagunan yang ada di Desa Padasuka yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pmﬂngngm
Pembuangunan yaitu bidanp Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan
Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat
menjadi acuan vang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, ﬁl‘lﬁhﬂi
masyarakal dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dﬂkﬂmﬁ
perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan
Pembangunan di tingkat Desa,

Kami Tim Penyusun RKPDes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UL
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT Nomor 17 tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan hlmm
mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Fenymunaa&lﬂ’l}muﬁdihm
secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa _’ i dleingn
masyarakat, serta Pendamping Desa Padasuka Kecamatan Petir yang telah banyak membimbing kami
dalam penyelesaian Dokumen RKPDes ini, serta pihak lain yang telah ‘Iﬁ:m]:‘m M
da]ampen}felmandﬂklm}enlm Danda]ammgmmm oA




DAFTAR 151

Kata Pengantar
Daftar 1si
Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 J

BARBR I Pendahuluan _1
A.  Dasar Hukum
B. Tujuan dan Manfaat
C.  Visi— Misi Desa

BABII GAMBARAN UMUM KEBIAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapatan Desa
B. Kebijakan Belanja Desa

-

=
=

C BAB 111 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A, ldentifikasi Masalah Pembangunan Tahun Elhnlnmnjra

B. Idemifikasi masalah berdasarkan RPIMDes ' . .
C. ldentifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBUAKAN PROGRAM P
DESA

j

A. Prioritas Program & Kegiatan Sekala Desa
B. PnunmﬁﬁEFM-ﬂ:Keglums&ﬂaw



KEPALA DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

RANCANGAN PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PADASUKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADASUKA,

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen
C perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kﬂqu
Pemerintah Desa (RKPDesa) yang m
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDesa);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan
disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan
RKPDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf
a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala
Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang -1
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
c Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010); ,
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, :
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nnmur ?}

tahun 2015 tentang P
unn_da.ng Nmm‘.tr 6 Tah %ﬁ'ﬁ tent



10.

L1,

12.

14,

15.

16,

17.

18,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa ;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
PermenDesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;

Permen Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 ttg
Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13
Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan
Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2009 Nomor 793); _
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828); _
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2013 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomeor 14
Tahun 2017 Tentang  Pengangkatan dan
pemberhentian perangkat Desa;

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Serang;

Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2021-2027;

Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdm:kanﬁm’khmiti‘lﬂiﬂu-

engan pakatan Bers
BADAN PERMUE’!MW}LH&:{ DESAF




Pemerintah Daerah adalnh Pemerintah Kabupaten Serang

Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Serang

Camat adalah Perangkat Dacrah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Serang

5. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
vang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional
vang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis;

( G. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indenesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa; =

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun; : ,

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa

adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

e B L A

:

€ BAB 11 _ .
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

1. Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan
membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan




&. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan
RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa

untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAR I
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RKPDesa 2023

Pasal 3
1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-
nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa
Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan
RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. '

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan de-ngan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan
Visi Desa Padasuka ini dilakukan dengan pendekatan pﬂ.t".':lBip&th melibatkan
pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Padasuka seperti Pemerintah Desa,
BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD} dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Dﬁﬂa

seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan
pertimbangan di atas Visi Desa Padasuka adalah :

“Terwujudnya masyarakat desa yang tentram, maju, makmur dan
berkeadilan.”

Pasal 5

Misi : Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan m:m-mm: yaﬂgmﬁmmt
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya ‘Iﬁ,ﬁi
desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan
ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / ﬂ;kﬂ;]ai;an. S¢
penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya n pendekatan
partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Beﬂa :
sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Padasuka adalah :
1.Melanjutkan program — program Desa Padasuka periode lalu sebagaims
tercantum dalam dokumen RPJM Desa Padasuka s
2. Pemberdayaan semua potensi yang m:la :h ﬂwkat, pemberda;

Sumher Daya ManumaﬁanEkunnnn | :




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6
Strategi Pembangunan Desa :
1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD,
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa,
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar
desa menjadi berkembang dan mandiri;
Terciptanya lingkungan vang berkualitas, sehat dan lestari
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

oo

Pasal 7
Arah Kebijakan Keuangan Desa :
Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat

Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi

Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dﬂlﬂﬂ
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam
penyelenggaraan pembangunan di desa,

ol il

s

Pasal 8
Arah Kebijakan Pembangunan Desa : -
a. Eu:la.ng Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
- Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa; ‘_
- Penghasilan tetap & tunjangan Aparatur desa; J1N
- Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa; 3
- Operasional Pemerintah Desa; ' i :
- Tunjangan BPD; '
- Operasional BPD;
- Insentif RT/RW;
- Honorarium petugas kebersihan kantor desa; _
€ - Penvediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan;
- Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkanturanfpmwmitahan;
- Penyusunan/ Pcndamaanemukmhn'ﬂn Pmﬁl Desa;
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan de:
- Penyelenggaraan musyawarah dm
- Administrasi pajak bumi dan bangunan ;

b. EldangPelﬂlmanaanPcmbanmmanm
- Pengelolaan perpustakaan milik desa;
Pmrelmewmmndu--. e



¢. Bidang 'embmaan Kemasyarakatan

- Pengualan Kelembagaan PRK Desa,
Penguatan Relembagaan LPM,

- Penguatan Kelembagaan Karang Taruna;

- Penguatan Kelembagaan Lembaga Keagamaan;
Pembinaan keagamaan masyarakat;

- Pengadaan Peralatan Penunjang Sarana Olah Raga;

- Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) & Peringatan Hari Besar Islam
(PHBI};

Penyelenggaraan Kegiatan Perlombaan;

d. Bldang Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan produks: lanaman patgean,
Pemingkatan produk peternakai,

- Penguatan ketahanan pangan tingkat desa;

- Pelatihan / Bimtek / Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/
peternakan;

- Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa;

- Pelatihan peningkatan kapasitas BPD:

- Pelatthan dan penyultihan pemberdayaan perempuan;

- Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;

€. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- Penyaluran Baniuan Langsung Tumnai (BLT) Dana Desa;
- Bantuan Sembako;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal @
Hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur
dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa,

Pasal 10
Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan,
Agar  selisp orang dapal mengetshuinys,  memerintahkan  peonguodangsn

peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

DiLEh-LyItqu dl Padasuka
T = 6- September 2022

PADASUKA

Dinndangkan di Desa Padasuka
Pada tanggal 26 Scptember 2022
Sekretaris Desa

NURHASANAH
LEMBARAN DESA TAITUN 2022 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR KABUPATEN
SERANG ; (108/2022)

|
:




BAB I
PENDAHULUAN

o

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan
Megara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan
peraturan pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri 114
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan dengan hal terscbut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem
pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun
pemerintah desa harus sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik
pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah
pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan vang ada.

l.andasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdaysan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran
dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal — usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebush desa diharuskan mempunyai
perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta 0k Ang
berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Perundangan, Fum

Sty U W

Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya, sebagai satu m o e
mmwhmmwﬂl e §
{mlmmwﬂmmmaﬁnm .



110,

11.

2.

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4309);

Undang-lndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan embaran Negara Nomor 94437);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Hmmr#ﬁﬁ'f}; - |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan w
undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa _ | i
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan mFm
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang hﬂ!lmhurdmﬂnm
Belanja Negara i
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tm;g. mmm
Pemerintah nomor 60 tahun2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Belanja Negara E-&)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentan;



b)  Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.

¢} Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa { APB Desa ).

2. Manfaat

4)  Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

b} Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.

¢) Pemberi arah  kegiatan pembangunan tahunan di desa.

d)  Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program
pembangunan supra desa.

¢} Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

. WVisi dan Misi
1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Padasuka ini dilakukan
dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Padasuka
seperti Pemerintah Desa, BPD, wkoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa
(LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti
satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamalan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi
Diesa Padasuka adalah ; o
*Terwujudnys masyarakat desn yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan.”
2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan
vang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi.
Pemyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di opm:mﬁkmf M&nﬁ.
Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam pmyumm menggunak
pastisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Padasuka, scbagaim
dilakukan maka misi Desa Padasuka adalah :

1. Melanjutkan program — program Desa Padas

dokumen RPJM Desa Padasuka

2. Pemberdayaan semua potensi yang ada di masy:

Eonom kerkyotan ‘




BABII
KEBUAKAN KEUANGAN DESA

Kevangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pﬁﬂ?ﬂmw
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaar
vang berhubungan dengan hak dan kewsjiban desa tersebut. Pengelolaan Ka'nangan ﬂn&
merupakan keseluruhan kegiatan vang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan
desa lebih menterminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan
perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang
berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 iﬂmnm}l#'
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Iﬂmm:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembi an Desa
Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran A
dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah, IJ

Hasil Musyawarsh Desa (Musdes) Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang
mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa, setiap tahunnya pemerintah desa bmm
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pmdmdh
Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan
lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa
didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolsannya dimulai
| Januari sampai dengan 31 Desember. mwmpmwhmmhdm ]
anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan mmwm
harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh maﬂ
implementasinya. |

A. PENDAPATAN DESA



Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Angparan 2023 sehesar Rp.1.243.500.934,- (Satu Milyar
Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)

yang berasal dari :
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN KET.
1 2 | 3 .
4 PENDAPATAN § _
4 Pendapatan Transfer '
412101 | Dana Desa 717.582.000 -
Bagian dari hasil pajak &rembusi )
(41212 | % | daerah kabupaten/ kota e
42| 3|01 | Alokssi Dsna Desa 396,900,200,
6] 111 |01 | Silpa Tahun Scbelumnya 42249.184.-

f B. BELANIJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang.
merupakan kewajiban desa dalam 1 (saw) tahun anggaran yang tidak akan dlpmﬂﬁ»
pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun mﬂ

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Lang

Sumbarmnnw B
Alokasi
N JUMLAH Dana
i URAIAN (Rp) Dias ﬁ
(APBN) | A5
! | Penvelenggaraan ,
cenriatation ok 453.116,730 + v
2 | Pelaksanaan Pembangunan 2L
Iy 482.404.883 v
3 | Pembinaan .
Kemaiakitia 14.040.000 |
# | Pemberdayaan Masyarakat - v
5 | Penanggulangan Bencana, R -
Darurat dan Mendesak 293.939.321 v
Desa
BELANJA IM




oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan,
kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permosalahan yang terjadi akan semakin besar
manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuni sumber penyehab masalah
beserta  tingkst  signifikasinya  secarn  partisipatif. Ketidakcermatan  mengidentifikasi
permasalahan sesuai suarn masyarakat secarn tidak langsung menghambat efektifitas dan
efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhimya inefisiensi anggaran. Dalam
menyusun RKP Desa tahun 2023, berdasarkan Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Peraturan
Kemendagri 114 tahun 2018 yang meliputi 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Fvaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun scbelumnya dilakukan melalui analisa terhadap
kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2022
dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 , adalah sebagai berikut :

o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Lot | o Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, Operasional Pemerintah Desa
01 | 01 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

01 | 01 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

01 | 01 | 04 | Penvediaan Operasional Pemerintah Desa

01 | 01 | 05 | Penvediaan Tunjangan BPD

=

01 | 01 | 06 | Penyedinan Operasional BPD

01 | 01 | 07 | Penyediaan Insentif RT/RW

01 08 | Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa
o1 Penvediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa  *

[} 01 | Penvediaan Sarana {aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipii, Statistk dan Kearsipan

02 | Penyusunan/Pendataan/Pemukiahiran Profil Desa

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaun, Keuangan dan Pelaporan

01 | Penyelenggarann Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDES

02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus)

03 | Penyusunan Dokumen Perencaan Desa (RPIMDes/RKPDes!dll) L
10 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades
Sub Bidang Pertanahan '
06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Sub Bidang Pendidikan

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

SIREIE|REIR|S|B|S R




| ns | -lﬂmmlmﬂ“
L m \ullmrm*lm
i 01 10 | 0% | Pembinaan Karang Tanina/Klub Kepemudasn/Olahrags Tinghat Desa

! MWW"
M e Sub Ridang Peninghatan Kapasitas Aparatur Deva
04103 | 02 | Peninghatan Kapasitns Perangkat Desa
LEELE Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluargn
04w | 01 | Pelatihan dan Pentyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4 —

. s _ | _nmrmmsmwmmnu
I o nw Sub Bidang Keadaan Mendesak
| 05 |03 | 00 _|'aun;mml¢udnu~mlumk

Dari hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2022 yang telah dibiayai ADD, DD, Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Kevangan Provinsi, terdapat beberapan catasn schagai
berikut
i, Keberhasilan
Peningkatan mutu dan kualitas kinerja aparatur pemerintahan Desa;

2. Penanganan Penycbharan COVID-19;

3. Pembinann kemasyamkatan;

4. Pemberdaynan masyarakat;

5 Herdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada APBDes Tabun 2022,
b Kendala dan permasalahan

Bunyaknya program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat yang belum terlaksana
dikarcnakan pembiayaan dana yang terbatas dan pemahaman tentang regulasi penatausahaan
insentif RT RW mengalami keterlambatan.

B. Berdasarkun RPJMDes
mwmmﬂmzmwg”
2020-2025, mmmmmmm




mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyveluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan desa, maka
penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat
kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pangumbnngm
sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu
didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan
serta peningkatan kualitas kesehatan masvarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang
muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan olch bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila
tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa
pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah
mendesak vang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

- Perubahan kalender musiman

- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh

dari lokasi ke sarana kesehatan jauh,
- Terjadinya tindak kecalakaan yang tidak diinginkan

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Padasuka yang tersusun dalam RKP Desa
Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam
rumusan masalah di atas. wwﬁmmwmm
dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar he!]almqﬁk‘hfimdﬁ_, r
permasalahan di masyarakat, terutama - pay mmshthm '
Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa P

........




Prioritas program pembangunan sckala kecamatan/kabupaten merupakan program dan
kegintan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Padasuka tetapi
pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut
secara peraturan perundang-undangan bukan kewenangan desa, Kedua, secara pembiayaan desa
tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di
desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa
melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam)
oleh delegasi peserta Desa Padasuka yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut terdapat
pada |ampiran,

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN  KEGIATAN  MASING-MASING
BIDANG/SEKTOR

{ Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayal program dan kegm
pembangunan sckala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan
ADD, BHPRD, DD, PBP Tahun sebelumnya. Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber
pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD), Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi,
dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan perkiraan anggaran pada mmg-msina bidang
dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan dan melalui kescpakatan saat pelaksanaan 5
Forum Musyawarah Desa (Musdes) RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai bﬂlﬁﬂl g
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 36%:;

Belanja Bidang Pembangunan Desa sebesar 40%;

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 2%:

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2%;

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar 2(

L L

belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampira

BABV



keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu
sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan mmw
masyarakat tidak memadai. -
Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar wﬁmf dan berorientasi
pada kebutuhan riil masyarakat nkan mendorong percepatan pembangunan sekala dmmmlﬂp . J
kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses 1
masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa uhmﬁnylﬁu
terangparkan secara proporsional, _ L
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DATA DAN INFORMASI .
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : PADASUKA
KECAMATAN :PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN
No Bidang Nama Program/ Kegiatan
PADesa
a I £
L. |Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2. |Pembangunan Desa

Pembanpunan Jalan Desa

Pembangunan Jalan Lingkungan
Pemukiman

Penyelenggaraan Desa Siaga
Kesehatan {Stunting)

3. [Pembinaan
Kemasyarakatan

4. |Pemberdaysan
Masyarakat




DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

€

PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA : PADASUEA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN ; SERANG
PROVINSI 1 BANTEN
Bidang / Jenis Keglatan Datas = Penerima Manfaat
o, TTTH Mendubung | Ekslsting | Lokasl (RT/HW/ Volumen &
Brior Program/ Hegintan Berjalan laki | pusn sl
a h ¢ ] 2 I F h i J x
1, |Penyelenggaraan Provedingmn Pen milan T dati
Prinetintahan Desa L& ‘h:“-u_p‘n I&rpnfu“l}r- e 18 Dheain P bess 108 . -
1, E‘:ﬁ'"“':‘;' o 5, 16, 18 Dena Fadamuka 7 0B 4 a -
Penyedia
3. vediaan Dperasonasl Pemenniah Desa 18 Desa Pad " 11 N P
4, |Penvedinan Tunjangan BPT 5, 16, 18 Dens Pudasulon Efﬂ & i ;
5, [Penvediasn Operasional BPD 18 Dean Pudasuks 1 Tabun . -
g, [eeRREIT SR 16, 18 Diena Prdosika 1808 18 -
" |retatms emermanan w | | oomrtemin | imam | | -
Pemelihoraan samaiin (aset tetap) -~
9 |oeriant ] rintahas 18 . 1 Bulan
e Penyusunen | Pendutaan | Pernutaldiran g E

Profil Desa (Dipilih)
i Musyawarzh




e

Per T ] B | 3 - .
embingumimBem | 3 [FyeeRsansan Pogranda 2,3,5 Desn Padasizka 400 OK 400 45000000 | DD
Penyelengrarnan Desa Siags Kesehatan
2 2.3, 5 Desa Padasiibka 10 oK 5 5 5,000,000 {#]5}
Pelathan dan Penyuluhan Kesehatan .
5 fiuder Kebstustant 2,35 Desn Padasuka arok] 3 24 15,000,000 (+13)
Pembangunan Jalan Desa (Rabat Betan) : .
i 2 Ep. Pasie Lmun BT\ ono Mecter] 500 | 500 so0000000 | ©D
013,003
FPermbangunan Jalan Desa (Rabar Beton) Kp. Repo Baras BT
= p. RERD
5 g 0115 012,003 | 1000 Meter] 500 500 400,000,000 DD
Pembanpunan Jalan Desa (Paving Bloclk) e
: P Sabrang
8 g RT.013/003 200 Meter] 100 100 150.000.000 | DD
. J Lk [
p [Tl Dawtia Tan g Deaa Padasiika o0 meter] 100 | 100 52000000 | DD
Pengelolnan L ngan Hidup (Kam) ;
B unfhf ADRREAR. Fihep W pis 11,12 Diesa Padasuka 2 Bulan| 100 100 20,000,000 bo
Jhimlah Per Bidang 2 1.087.000.000
Pembinasn 3
: [i] i) i D
<kl I |Pembinans PKE 5 Diesp Padasulks 200K 2 20,000 000 :
2  |Pembinpan Karang Tarna 5, 18 [Desa Padasuls 50K 20 =] 70040, 000 m
Penyelenggaraan Fostvel Kesenian B
) Dena Padasitka 42.334,
3 |Kebudayaan (PHEL HUT Rl HUT DESA i : oy et | 1] iy
Jumlah Per Bidang 3
Pemeberdayaan 1 |Pemberdayaan Petani 25 Desa Padnsuk
Mesyrrakar L 5, 18 Diesa Pardasalki
2 Dioasc  LTFT EILLL & il
Jumlah Per Bidang 4
HITEFETTEIT ICa BT TS Parlnmics
i'e:nanmh;mgm1 " I:::J.l LT s 1 J' I D:-
Bencana, Darirnt din s Jumlah Per Bidang 5
JUMLAH TOTAL




DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : BERANG
PROVINSI : BANTEN
hﬁ % | Ne.| Usulan Kegiatan Pengusul Lokasi Kegiatan | Volume T
s I e ] e I e '] — |
Kelompok Harspan . ao 1
1 |Budi Dmya Belus Raiabitors A Desa Padasuka 100 orang 50| 50 100
2 |Maokannn Bergis Kader Posyandu Denn Padasalkn 100 omang 50 50 100
i < ;
3 |Budi Daya Kambing |Ketua Rt.10 :ﬁ’:wu fmw 100 ekar 30| 30| 60
- L. ‘ =
4 |Budi Daya Lele Ketua RLOO7 R e ® |1ocobiit | so| so| 10|
1 |Bantuisn Sembako Ketus Bw.01 Diean Padasula 1.000 KK 500 | 500 i-im [
3 ‘Fr'nl:n[hnn Kerafinan LPM Desa Padasuks 100 orang 50 50 100
A B‘"“b“’.”g NESCRAIAN |ader Posyandy  |Dess Padasuka 1000 KK | 500 | 500 | 1.000
4 |Pembangunan =l iy
Posian, PKK Desa Padasuka  |100rumah | S0 | 50| 100




e

¢

DESA : PADASUKA
EECAMATAN ; PETIR
KABUPATEN : SERANG
PROVINS] : BANTEN
Bidang/ Jenis Kegiatan Mendukung o) | Prakiran Biaya yang
No. SDGS Desa | Lokasl | Volume & ’I"'i ""‘! :
i P Reagman[ Bagtatan W Satnan ' ‘Jumlah (Rp.) | Sumber
- 2 a . ) ¥ s =
1, |Penyelenggarean on fom!
Penyelenpgaraan ba ancar
Pemerintaban Dean. |, kewilayahan dan pengiriman 14 Desa |50 orang  [Desa mm&-m oD
leontingen dalam iomba ' i
5 |Penentuan/ Penegasan ! Fembanguna : SR e st
2. |n Batas/Patok Tansh Kas Desa i Desa |10tk [Desa 10.000.000| DD
Jumilah Per Bidang I
2, |Pemberdayann Peninglatan Kapasitas Peranglkat g Peranghat
Masyarakat 1 Diesa 18 Anver |8 orang il ;
2 |Peninglestan Kapasitas BPD 18 Anyer (Torang  |BPD
3 |Pembentukan BUMDES 8, 18 Desa |1 unit Masyarakat
Jumlah Per Bidang 2 >




DESA i PADASUKA
EECAMATAN : PETIR
KABUPATEN v SERANG
PROVINS] ;' BANTEN
Bidang/ Jenis Hogiatan Prajkirasn al
= m:m:b Lokaal Volume & Penerima
Bidang Nama Program/ Kegiatan Batuan |
» s L i a ! 3 [
1. |Pembangunin Desa P Judem Déisn 917 Desa 2,000 Iilill SR S o -
Pembangunan Jalan Linglungan = Desa : ﬂﬂ}m = =
2 Femul L | Padastika 200 _ Diesn. :
shumlah Per Bidang 2 : - —




DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS]

PADASUKA
PETIR
SERANG
BANTEN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bidang

Jenis Keglatan

Mendukung
BDGs Je-

W

o

Penyelenggurasan
Pemnenmitabinn Desa

I |Penyedinan Penghasilan Tetap
dian Tunjangan Kepala Désa

2 |Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunfangsn Peranghkat Desa

5 16, 18

3 |Penyvedisan Operasional
Pemerintah Cesa

1a

4 [Penyedisan Tunjangan HPD

5,16, 18

5 |Penyedinan Operasional BPD

6 |Penyedisan Insentf/
Cperasional HT/RW

5, 14,18

T |Penyvedisan Honorsram
Petugas Kebersihan Kantor
]

18

8 |Penyedisan Barana [Aset Tetap)
Perkantoran/ Pemerintahan

9 [Pemeliharaan sarans {aset
tetap) perkantoran

A8

10| Penyusunan/ Pendataan
Pemutakhiran Profil Desa.
(Diipilit)

1 i - g
Perencanaan

Desa/Pembahasan APBDes
(Reguleri




13 Penyeleniggurnan Musyawaran
Dess Lainnys (Mosdus, sembug ; Masyarakat e el e
desa Non Reguler) 16,18 100% Desa Padasuka | | MM m m

13| Permyvusunan Dokamen [ P R
Perencansam Deaa 16, 18 100% | Desa Padesuka | 3 Bulan 14098200 | APEDES Swnkelola
(RPIMDesa f REPDesa dl]| Desa

14
Penyelenggaraan lomba antar ! |
F-ccvm}"la;rahn.n dan penginman 15 100% | Kecamatsn Petir APHDES K
hontingen delam lombes

15| Penentuan, Penegasan  PFemban
gunto Batas/Patok Taneh Kew 17 100% | Desa Padasika
Diese

Feml e
AT Penyeletiggirnan Posyandu 2.3, 5 100, Dieda Padasuka

| [Ermoziemgmraan Dcm Sl 2,3,5 100% | Desa Podasuks
Hesehatan - A

- |Penyelengearann Desa Siags : !

3 Keashatan {Stmting is 100 Desa Padasulke
Pelatihan dan Pepyuluban

4 a5 100% Anyer
Kesehatin [Kager Kesehatan]
Pembangunsn Jaian Desa (Rebat Ky Pasir [d::_u.ul.

3 esan) = 10 RT.013/003
Fembangunan Jalan Desa [Rabat Kp.waﬂﬂlll :

6 | Bt 9 0% | o1 012,/000
Pembangunan Jalan Dess (Paving Ky, Pasir Limus

7 |Biock) * R RT015/000

g |Pemberininas Jalan Usshe g 100% | Desa Padnsuka
Tani
Pembangunean Sumber Alr 100% Disinn Peilaaiilos

: Hersih Milik Desa 5 it

1o|Fengelk 11, 12 100% =L
[Knmpung Bersih) T

Pembinnan 1 [Pembinaan PKX 5 100% G
Kemagyarakmtan _

2 |Pembinaan Karang Taruns 518 100
Penyelenggarman Festival = : = =

3 [Kesenian % Kebudayaon (PEBI, 18 100%:



mbﬂdﬂrﬂ" Pemberdayaun Petani %5 - 100% | Desa Padasuka |2 Mingga|100 KK | B

yaraknt Desember
Pungan e 5.8, 10 = 100% Desa Padasulka nmuixmm Desember
Peninghatin Kapasitas : PErangRt '
Prrangkat Desa 18 100% Desn Padasuka | 1 Mmml Desimber
Peningkatan Kiguisiie S0 18 - 100% | Desn Padasuka | | Mingsu|Anggota BPD |  Desember
Pembangunan Saluran (rigasi 9 - 100% | Desa Padasuka | 3 Bulan|Petani Desember
Fembangunan Saluran rigasi 9 100%
Pembentuken BUMDES 8 18 * 100%:

Penanggulangan

Benicans Penangansn Keadaan
Mendesak Desa (BLT-DD) 61KK . . 100%




EVALUASI PELAKSEANAAN RKP DESA TAHUN 2022

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN SERANG
PROVINSI : BANTEN
NOMINAL REALIBASI
RO KEGLA LOHASI KEGIATAN KET.
o (Ep) YA |TIDAK
W & [ ] Ll f [
1. |Bid, Penyelenggarann Pemerintahan
Desa
1 iﬂjﬁ;‘;’ﬁ:&gﬁﬂ:j Tohsgiii Desa Padasuka 33.300.000| YA
Penyediaan Penghasilan Tetap dan 48500000 va
2 Tunjangan Pemngkat Deésa Desa.Padasuka 148.500,
a Penyediaan Operasional Pemermtah Flina PRl 53.780.400| YA
4 |Penyediaan Tunjangan BPD Desa Padasuka #?.Eﬁﬂ,mm YA
5 |Penyediaan Operasional BPD Desa Padasuka 6.750.000] YA
& |Penyediaan Insentif RT RW Desa Padasuka 48.600.000] YA
Penyediaan Honorarium Petugas YA
7 |Kebersihan Kantor Desa Desa Padasubo 6. 000000
Penyediaan Penghasilan Tetap dan A
B TIIrIjE'ﬂREIH i'I:]:IEIJ-EI. Desa Tahun [Jesa Pada=uka 6.24&.00‘3 ‘I’
Penyedipan Penghasilan Tetap dan &
a Tunjangan Perangkai Desa Tahun Desa Padasuka 20.774.000 ¥
k0 ;Er:mnﬂmmmw S Desa Padasuka 15.750.000| YA
Penyediaan Sarana jAsct Tetap)
1 | perkantoran/ Pemerintahan Desa Padasuka $3:406. 3300 ¥
12 E:g:i‘:;a&n [;lcﬂﬂ::'“*}'ﬂ‘i'-'ﬂl‘ﬂh Desa Padasuka 2,040,000 | YA
Jumlah Per Bidang 423.396.730
1. |Bidang Penyelenggaraan Pembanguna
n Desa
1 |Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Diesa Padasuka 65.885.000| YA
2 |Pembangunan Jalan Desa Kp. Pasir Limus RL0O13 /003 152.508.700| YA
Jumlah Per Bidang 218.483.700
II. |Bid. Pembinaan Kemasyarakatan _
1 |Pembinsan Karangtaruna Desa Padasuka 6.850.000 | YA
Ep[RteRaan FHX Desa Padasuka 4.320.000 | YA
Jumlah Per Bldang 11.170.000| I
IV. |Bid. Pemberdayaan Masyarakat
A iy Desa Padasuki 143.516.400 YA | I
[ |
: IJ. i ! |
1 Il




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

Aamar T g Sadrjacts TT7 005000 D Padasades Loe. Dot Load Samg Tnde Dos $E7E

KEPUTUSAN KESEPAKATAN BERSAMA
NOMOR : 005014/BPD-PDSK/TX2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADASUKA

( Menimbang : & bahwa sesuni ketentuan Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan  Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan
meningkatkan partisipasi, kesejahterann serta pelayanan masyarakat desa melalui
pembangunan dalam skala desa;

b, bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya
sesuni dengan dafiar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat,
operasional Pemerintah desa, wmjangan operasional BPD, Intensif RT/RW,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan
partisipasi masyarakat  yang ditvangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPIMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:

c. m“mhmgndmwhlwsehsdimpdnmmﬁmmm

c Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Padasuka Tahun 2023,

| d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf ¢ ditetapkan Kepala Desa.
perlu dibahas dan disepakati mmmmmmmh.




Menetapkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;,

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
hewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

9. Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

MEMUTUSKAN

Membahas Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2023,

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Padasuka oleh Kepala Desa;
Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Padasuka
1 288 2022 '_|




A} _ TERSAMA KEF
Nomor : 142/010/DS. 20051320
Nomaor : 005/015/BPD-PDSK/IX/2022
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA FﬁDﬁSUKﬁ
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda

tangan di bawah imi :

| Tatang 1 Kepala Desa Padasuka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Padasuka selanjutnya disebut F1 PERT

2 Evi Rafiudin ¢ Ketua / Wakil Ketua [ Anggota BPD Desa Padasuka dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petir selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

s
Menyatakan bahwa

I.  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah d:ajukan PIHAK,
PERTAMA. dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acarg ini

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2023 sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas mﬂmiﬁil Hhm dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-
lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. |

6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini 5 -lambainya. t
3 dapat dipergunakan scbagaimana mestinya : m. ol - untuk




KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor : 410/KEP-25/DS.2005/VII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023 DESA PADASUKA KECAMATAN SERANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA PADASUKA;

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal
36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

'd Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala
Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP

Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sﬁbagajmana_
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Padasuka Kecamatan Petir
Kabupaten Serang tentang Tim PEII}P'!.iatm EKP
Desa Tahun 2023, Desa Padasuka Kecamatan

Petir Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

c 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Rapublﬁ: Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tam an ra

Republik Indonesia Hﬁmér“swsj A

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 m

Cipta Kerja (Lembaran Negara tmhﬁm ik

Indonesia Tahun 2014 Hamﬂr y




10.

11.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomoar 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perl-numhan@n D‘&“Ba .E‘Eli
Kelurahan (Berita Negam Republik Indor :
Tahun 2015 Nomor 2037); _
Peraturan Menteri Daiam Hﬁgm Hmm@@mun
2016 tcntang :




14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerjn Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan  Desa  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Numur 18 Tnhm-
2019 tentang Pedoman Umum Pe 1 ;
Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 12521,
Peraturan Menteri Desa, Pumbmgmn m

T:runml,m‘m;n




24,

26,

27.

29,

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun

PerangkPat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2009 Nomor 793);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 481);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 05);

. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44)
Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Nomor 10};
Peraturan Daerah Kah:rpmmsmﬂmﬂm

2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47).

Memperhatikan : HauﬂMumth&mhmﬂ;hnl’imwm
DesaTah!.mS!ﬂﬂﬂ pada wu.r;_ﬁmm




KETIGA

KEEMPAT

3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Dafta
Usulan RKP Desa; dan . [
4.  Penyusunan rencana kegiatan, serta desain
teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan
tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimkui.u:l

diktum KEDUA  dibebankan :
Pendapatan dan Belanja Desa Padasuka Kecamata
Petir Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022 dan
Swadaya Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal d:ttt&pknn !
dengan ketentuan apabila terdapat

didalamnya akan diadakan perbaikan aew
mestinya.

Ditetapkan di BEBHF&&&IHI@H_.




KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor :188 /KEP-30/D8S.2005/1X /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
RKP DESA TAHUN 2023 DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA PADASUKA;
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang} Desa dalam rangka penyusunan RKP
Desa Tahun 2023 di Desa, perlu menetapkan Panitia
Musrenbang Desa RKPDesa dengan Keputusan Kepala
Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Numﬁﬁhunmmi




Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2558)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Nngam Republik Indonesia Tahun 2017
Nomorl312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Eﬁm-aﬂi?.
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di g
Pemerintahan Desa (Berita Negara Enpum ndon:
Tahun 2017 Nomor1444);

15. Peraturan Menteri Dalam |

Nomor 18 'I‘B.h:un Eﬂl&

nmmmmmm.

IE.W




18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorl114);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1203);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomorl1447),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomorl1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan
Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor252);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2006 Nomor 736);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009
tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, K@ﬂn Desa,
Badan Permusyawaratan Desa dan PerangkPat Desa
{Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor

Ta93); _

. Peraturan Daerah ‘Serang Non ';_,ammﬂ
tentang Penetapan Desa (Lembaran m bupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 481); g

. Peraturan Dwnhlﬁﬂmnm Serang Nomor 5



Menetapkan
KESATU

KEDUA

tenitang  Pembentukan
Kabupaten Serang (
Tabun 2006 Nomes 11,
Kabupaten Serang Nomor 44)
dengan Peraturan Daerah  Kabupaten
Tahun 2018 tentang Perubahan
Kabupaten Serang Nomor 11
Pembentukan dan Susunan
Serang (Lembaran Deerah Kabupaten
Nomor 10);

A0, Peraturan Dacrah Kabupaten Serang Nomor 2

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomaor 47).

|

|

|
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Membentuk panitia musrenbang Desa dalam
penyusunan RKP Desa tahun 2023,
tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan
Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU untuk:

a. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acam

!

Y o



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Padasuka

Nomor : 18B/KEP-30/DS.2005/1X/2022
Tanggal : 2 September 2022
Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2023

KEANGGOTAAN PANITIA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR

.II .
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KABUPATEN SERANG

B NAMA JABATAN UNSUR
1. | TATANG Pembina Kepaia Desa
2. | EFI RAFIUDIN et Ketua BPD
3. | NURHASANAH Sekretaris Sel e |
4, | ELI SUHAELI Anggota Wakil Ketua BPD {
5. | SAMSURI pyremr
6. | WINDA BADRIANI Anggota
7. | HILDA FITRI ANDRIYANI Anggota

HAERIAH




+

KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
Nomor : 188 /KEP-32/DS.2005/1X /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN SERANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA PADASUKA,

Menimbang : &a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
( (RKPDesa) dan pembentukan Tim Verifikasi
Dokumen RKP Desa sesui pasal 32 ayat 1 huruf c
permendagri 114 tahun 2014;

b. bahwa untuk memverifikasi dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh
Tim Verifikasi yang dibentuk melalui Forum
Rapat Pembentukan Tim Verifikasi RKPDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a dan huruf b; dipandang perlu
menetapkan Surat Keputusan tentang Tim
Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pemhangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomorl04);
L 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mm:mg;
Desa (Lembaran Negara tahun Repu
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambe
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor5495); n N
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang '
Cipta Kerja (Lembaran Hcgma t&htm
Indonesia Tahun 2'314 Nom
Lembaran Negara :
55?3}, | -




Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor5T7),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahl.m ﬁﬂﬁl
tentang Badan Usaha Milik Desa (L
Negara Republik Indonesia Tahun 2&21 Hnmnr
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Inw
Tahun 2014 Nomor2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri H&m--&i
Tahun 2015 tentang Evaluasi Per
Desa Dan Kelurahan [Berita Hupm..
Indonesia Tahun 2015 Nomor2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri !hmm:
Tahun 2016 tentang Kﬂw
Humuﬁﬂﬁ?],

12, Peraturan Menteri Dalam




._.l.'| '_'I._‘._ n

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96
Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa
di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomeor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor6l1l);

5 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomorl114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor1203); ' :

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tﬂhm

( 2019 tentang Pedoman Umum Pendam
Masyarakat Desa (Berita Negara Rcmhﬁk
Indonesia Tahun 2019 Nomor1262);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 'l‘ah‘tiﬁ:
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan P
(Berita Negara Republik
Nomor1633); g
. Peraturan Menteri Desa, thhmmi



24,

23.

26.

27,

28,

29,

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

Bersama  (Beritn  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor252);

Peraturnn Daernh Kabupaten Serang Hmnnr lﬂr
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Reuangan Daerah Kabupaten Serang llmhn.mn

Dacrah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor
736);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13
Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa,
Penyebutan  Desa, Kepala Desa, Badan
Permusyawaratan Desa dan PerangkPat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2009 Nomaor 793);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor
481);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor
05);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pelaksansan Urusan
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2016 Nomor 104;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Prrangkat Dacrah Kabupaten Serang '

Dacrah Kabupaten Serang Tahun ‘Eﬂlﬁ ﬂuma:"
11, Tambahan Lembaran Dacrah K:
Serang Nomor 44) sebagaimana t:lnh diubs

dengan Peraturan Daerah Hﬂ:l'ﬁrpﬁﬂ

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perub: an atas
Peraturan Daerah Kabupaten ﬂﬂ:‘lﬂﬂm :
Tﬂhlm 2016 tﬂmﬂ.ﬂ.ﬂ: Fﬂmhmm =N nan




KEDUA

KETIGA

Ketua :  Ewi Rafiudin {Ketua BPD)
Sekretaris :  Samsuri (Sekretaris BPD)
Anggota : Lili Asnawi {Bidang
Penyelenggara
Pemerintah Desa)
Dadan Hidayat (Bidang
Pembangunan
Desa)
Baehaki (Bidang
Pembinaan
Kemasyarakatan)
Eli Suheli Bidang '
Pemberdayaan
Masyarakat)
Encep Muhdi (Bidang
Penanggulangan

Bencana)

Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi RKP Desa
adalah memverifikasi dokumen Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023
berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan
Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang
dilakukan secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi
RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 r.ahun 2014 tentang Dﬂna yang
Negara, Permendagri  No. 111}2&14 -
Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pe

NO. 114/2014 e







LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Padasuka

Nomor : 410/KEP-25/D8.2005/ V1l /2022
Tanggal : 12 Juli 2022 ) L
Tentang  : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Wm‘ﬁ i
Tahun 2023 i :
KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN , y
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG
NO NAMA JABATAN
1. Tatang Pembina
2. Nurhasanah Ketua
3. Haeriah Sekretaris as
4 Zaenal Muttagin Anggota ﬂ:
5. Andri Saputra Anggota (e
6. Sama'un Anggota 4
P
7. Ahmad Habibi
_ 8
g Hilda Fitri Andriyani



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

e

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : BERANG
PROVINSI : BANTEN
Mendukung Tahun
No Bidang Nama Program,/ Kegiatan Pemda Kal ten |SDGs Dess ke-| Pelaksanaan
(Kementerian/OPD)
] -} e ol L r
1. | Pembangunan Desa ; T
Rabat Beton Pemerintah Kabupaten 9 2023
Rabat Beton Pemerintah Kabupaten g 2023
Faving Block Pemerintah Kabupaten 9 2023
P3A Pemerintah Kabupaten 9 2023
Penvelengparaan Desa 1 = .
Hisga Kesshatan (Stunting |Femernteh Fropmsi %9 am3
2. |Pemberdayaan Peningkatan Produksi Pemda Kab, (Dinas
Masyarakat Tanaman Pangan Pertanian]




e

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024

c

DESA : PADASUKA
KRECAMATAN : PETIR
KABUPATEN : SERANG
FPROVINSI : BANTEN
Datn
Ne. Bidang Jenis Kegintan Mendukun | Eksisting
E BDGa ke-| Tahun
Berjalan
a i) g d a i
1 |Penyelenggaraan 1 ; !
Pemertahian Diss Penyediran Penghasilan Tetap 18
dan Tunjangan Kepala Desa
‘ Penyedinan Penghasilan Tetap 5. 16, 18
dan Tunjangan Peranghkat Desa o g
3 (Penyediaan Operasional 18
Pemerintah Desa
4 | Penyediaan Tunjangan BPD 5. 16, 18 5
5 [Penyedinan Operasional BPD 18 -
6 |Penyediaan Insentiff 5 16, 18
Operasional BT/BEW e )
7 |Penyediaan Honorarium Petugas
Kebersihan Kentor Desa 18 -
B |Penyedinan Sarans (Aset Tetap)
Perkantoran [ Pemerintahan 1B -
9 |Pemeliharasn sarana [aset tetap)
perkantoran/ pemerintahan 18 -
10| Penyusunan / Pendataan /
Pemutakhiran Profil Desa q a
(Dipilih)
11 |Penyelenggaraan Musyawirah
Perencannan Desa/Pembahasan | 16, 18 F




¢

12| Penyelengparaan Musyawaran
Desa Lainnya (Musdus, rembuag 16, 18 FRCaTIN
L3 | Penyvusunan Dokumen
PR RAT TR 16, 18 Desa Padasuka
Pembangunoan Desa 1 |Pengelolann Perpustakaan Milik
Pl 4 Desa Padasuka
2 |Penyelenggarann Posyandu 2,3 5 Desa Padasuka
3 |Penyelengearaan Desn Singa
Kesehatan 2,3,5 Deax Earasuia
4 [Pelatihan dan Penyvulhuhan = Padasuks
Kesehatan (Kader Keaehatanj 435 i
3 |Pembangunan Jalan Desa (Rabat Kp. Pasir Limus
Beton) ¥ RT. 013/003
& |Pembangunan Jalan Desa [Rabat Kp. Rego Baros
Beton) 0 RT 011 =sd
012,/003
7 |Pembangunan Jalan Desa Kp. Pasir Limus
Paving Bloc 9
{ R k] HT. D13/003
B |Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Kampung Bersih) 11, 12 Diesa Padasulka
Pembinaan 1 |Pembinaan PEK 5 Desa Padasukn
Kemasyarakatan 2 |Pembinaan Kerang Taruna 518 Deza Padasuka
3 |Penyelenggaraan Festival
Kesenlan & Kebudayran [PHBL, 18 Diesa Padasuka
HUT RI, HUT DESA
4 |Pembinaan LPM 5,18 Desa Padasuka
Pemberdayaan Masvarakat| 1 |Peningkatan Kapatitas d
e 518 Desa Padasuka
lizta Pe 1 o
2 |Pelatthan dan Penyuluhan 3,5 Pean Padukale
3 |Penguatan Ketahanan Pangan 2.5,18 Desa Padasubn
4 jPelatihan Pertanian dan ) .
5,18 Desa Padasuka
5 |Pelatihan Usahe Ekonomi 5, 18 Diesa Padasuka
Penanggulangan Bencana, | 1 |Penanggulangan Bencana Desa Padasuks

Darurat dan Mendesak

2 |Banman Langsung Tunai

Treas Padiigks
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PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA : PADASUKA
KECAMATAN : PETIR

KABUPATEN :SERANG .

PROVINSI ; BANTEN
BIDANG  PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Na., Bidang/ Sub Bidang Jenis Keglatan Lokasi
I. |BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA -
Penvediaan Penghasilan Tetap dan Desa ) f
1). T Kepels Dok Padasil I.E-B'I:lhn_ 50 S0 -T-?E'B:
Penyedisan Penghasilan Tetap dan Desa ; R
2 Tunjangan Perangkat Desa R A 50 50 50
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Ty
R s Padumil 12 Bulan| 50 50 :
Penyelenggarsan Belanja Siltap, ; Desa = e
1 [Tunjangan dan Operasional 4} [Penyedisan TargRages B Padasuka 12 Bulan S0 _ﬂ.
cibsicn 5, |Penyedisan Operasional BPD Hoe 12 Bulan| 50 50
Penyediaan Insentif/ Operasional Desa o S
6l |Rr/RW Padasuka
7. : :
1),
2 Penyediasn Sarana Prasarana
Fumurhiu:hln Dens 2)




€

Ll S
II

Administrast Kependudulkan,
3 [Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

Penyvusunan / Pendatasnn /
Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)

3 Bulan

Tata Praja Pemerintahan,
4 |Perencansen, Reuangan dan
Pelaporun

1.

Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Desa/Pembahasan

APBDes (Reguler)

1 Minggu

2 ;‘4

Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Lainmya (Musdus, rembug desa Non
Reguler)

Padasuka

| Minggu

&

3).

Penyvusunan Dokumen
Perencanaan Desa
[RPJMDesa/RKFPDesa dil)

Padasuka

'3 Bulan)|

4.

Penyvelenggaraan lomba antar
kewilavahan dan pengiriman
kontingen dalam lombes

Kecamatan

1 Bulan

Sub Bidang Pertanahan

[=]]

1.

Penentuan / Pencgasan / Pembangun
an Batas/Patok Tanah Kas Desa

1 Bulan

db mi et restrhar T rrrer ettt bedd it et bet s rr s bRl BRELEAAE

LI LR CREEr

Mengetahui,
Ketua Kelompok




DESA : PADASUEKA
KECAMATAN :PETIR
KABUFATEN : SERANG
FROVINS] : BANTEN
BIDANG

-

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

! PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

r

Ko. Bidang/ Sub Bidang Jenis Hegiatan Lokasi
I. |BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA nh
Sub Bidang Pendidikan Desn RT.007/002 12 Bulan 50 75 50 a0
Penvelenggarann Posyandu Diesa Padasuka | 12 Bulan) 50 75, &0 ! 50
Penvelenggaraan Desa Siaga I i : L f ST
2 Sub Bidang Kesehatan Kra:?:!:l.uﬂ Desa Padasuka | Minggu 50 75 : 50 _ I ﬂ_
Felatihan dan Peryoluhan - . ;
|Keschatan (Kader Kesehatan) AL 1 Minggu 50 75 G TR | B
] T B 7 o | wm
Pembangtirian Jalan Desa (Ribar Beton) | o9+ Rego Baros. 1 Bulan} 50 ' 50 =3
5 Suh Bidang Pekerjaan Umum RT.011-012/003 = bt G ﬁ
3 dan Peoataan Ruang - = = = —=
Pembangunan Jilan Desa [Feving Block| K;rmms 1 Hulan) 50 s S
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Padasuka | 2 Mingey) 50 75 y
Bub Hidang Knwesan Pembangonan Sumber Air Bersih ; . ; g - [ I
a s s Deasatiaie: || s EECRINIE
Sub Bidang Kehutanan dun : g | : =
N Hidup {Kampung Bersih) hmm z 50




L T—

L
R A L ——

Mengetahui,
Ketua Kelompok
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PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

DESA ! PADASUKA

KECAMATAN : PETIR

KABUPATEN : SERANG

PROVINSI : BANTEN

BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Nao., Bidang/ Sub Bidang Jenis Kegiatan Lokasi | Volume

. |BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

. Penvelengparaan Festival Kesenian,
EEuh Bidang Kebudayaan dan 1 |Adat/Kebudayesan, dan Keagamasn

3 Mingiu 50 Bl 50
Heagemaan (HUT RI,Rava Keagamaan, dil} B

Pembinaan Karang Taruni/Klub Desa _
1 50 50

Sub Bidang Kelembagaan Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa Minggu

Masyarakat

2 |Pembinaan PEK

Calatan:

*] e B 0 B e B o B S - A A B B 6 R R e R TR A T e
.] R T T R R e T e R L R ER L P e

#
B b o B e b R R R TR R el RS R R A




DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
BIDANG

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023

: PADASUKA
: PETIR

: SERANG

: BANTEN

e

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

€@

Nao.

Bldang/ Sub Bidang

Jenis Kegiatan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Pertanian dan
Peternakin

1

Peningkatan Produksi Tanaman
FrRNgan

Padasula

2 Minggu 50

Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan
Teknolog Tepat Guna Untuk
Pertamian / Peternakan

Padasulka

2 Minggu 50

Pembangunan / Rebabilicas)/
Peningkaian Sahuran Irigasi
Tersier/ Sederhana

3 Bulan 50

Sub Bidang Peningkatan Kapasites
Aparatur Deaa

Peningkatan Kapasitas
Perangkst Desa

Peningkatan Kapasitas BPD

T TR TR R R E R T R TR LA ERA R PR AT
&

B R T T R R P R e e T o PRSP T T
*)
“

L L T TP TR PR e T

rermrsrmarrs

TERT R L e L e L R
b e rhl R iy

IRl R EERA R TR et R RRA

3 |Sub Bidang Penanaman Modal 1 |Pembentukan BUMDES = M-i.' .'.!' 1 Mitiggu 50 i )
Catatan: i Any



Mengetahui,
Ketua Kelompok
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NURHASANAH



DESA

KECAMATAN : PETIR
KABUFATEN : SERANG

PROVINSI
BIDANG

. ¢

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 23
1 PADASUKA

: BANTEN
: PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Bidang/ Sub Bidang Jenis Kegiatan

1. |BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 1

Penanganan Keadaan Mendesak Desa
(BLT-DD) Padasuka

Catatan;

#
FEERrerTIRARAn RARRd

* A RS Ly T SR TRa TP I PR smmrrman
']
L
PR LS Ty PR PR ey T T T PRATEd b - + i
L]
e 88 s B o BB B SN B RS E bE B L]

Mengetahui,
Ketua Kelompok




PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR
=t DESA PADASUKA

Kp Rego Sukajadi RT 05/01. Ds Padasuka. Petir Kode Pos 42172

BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022
DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua bertempat di Kantor Desa Padasuka, kami Pemerintah Desa Padasuka
Kecamatan Petir Kabupaten Serang, telah menyelenggarakan musyawarah
pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1] Terbentuknva Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Padasuka
Kecamatan Petir Kabupaten Serang dengan susunan keanggotaan:

a. Pembina : Kepala Desa

h. Ketua : Nurhasanah

c. Sckretaris : Haeriah

d. Anggota : 1. Zaenal Muttagqin

2. Andri Saputra

3. Sama'un

4. Ahmad Habibi

5. Hilda Fitri Andriani

2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagimana
dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023,

Demikian berita acara dibuat dengan secbenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023

Petir,11 Juli 2022
Pimpinan Musyawarah, Sekretaris/Naguli
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e c
DESA : PADASUKA
KECAMATAN PETIR
KABUPATEN . SERANG RENCANA KERJA DAN TINDAK L
PROVINSI BANTEN mmmm
NO. URAIAN WAKTU
I. | Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. 11 Juli 2022 Musyawarah mufakat
‘2. | Pencermatan dan penyelarasan rencana Mencermati:
kegatan dan pembiayaan Pembangunan - Dok.RPJMD
Desa. 13 Juli s/d 18 Juli 2022
a) Percermatan dan penyvelarasan rencana
program dan kegiatan yang masuk ke Desa) N———
b) Percermatan data dan informasi tentang 19 Juli s/d 20 Juli | Mencermati Pagu Indikatil
rencana pembiayaan pembangunan Desa. 2022 -DD
- ADD
3. | Pencermatan Ulang RPJM Desa. 21 Juli s/d 26 Juli
4. | Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU- |27 Juli s/d 19 Agustus
RKP Desa 2022
a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
-
5. | Musrenbang Desa pembahasan rancangan
RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.




6. | Musyawarah Desa tentang 28 September 2022
pembahasan dan pengesahan RKP '
Desa dan DU-RKP Desa.

-~ "Mengetahui,
:;Kepalaﬂe Padasuka

-
A




c

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di
Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten, maka
pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun Rﬂ‘.
Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1.  Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023
scbagaimana terlampir.
2.  Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun. m_ B o
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan
Musyvawarah Desa tentang perencanaan Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

il
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DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA) RKP DESA TAHUN 2023
DESA PADASUKA KECAMATAN PADASUKA
KABUPATEN SERANG

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1)

2

3

4)

5)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut

Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan

unsur masvarakat yang diselenggarakan cleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa vang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota.

Kewenangan vang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala

Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa

adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai

bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2022 yang

telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat
ataupun melalui pemeringkatan penilaian.

Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun

pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang

mengacu pada kriteri asebagai berikut:

a. Kewenangan Desa, |
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul;
Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang
ditugaskan kepada Desa.

b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil

pencapaian SDGs Dﬂaa

Kesesuaian denga : kabupaten /kota.

Penyesuaian pnuntas pembangiman Desa bﬂ'dmrkan tema.

pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan

sasaran pembangunan. =

d. EKetersediaan Sumber dava lokal Desa.

Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan mm
sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. ]

Kesesuaian dengan pnuntas penggunaan Dana Desa khusus k

ymghﬂmwdmbndmmmpa&ﬁm e

Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas p

berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa

Permendesa, PDTT.




1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

3)

1)

Pasal 2
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan
dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen
rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun. _
Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua BPD Desa Padasuka dan
difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang Desa.

Musrenbang Desa Padasuka dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
Delapan bulan September tahun 2022 dan bertempat di Kantor Desa

Padasuka.

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3
Peserta

Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan,

dan peserta lainnya. :

Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib

vang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan
memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga

puluh persen).

Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak {m

pedoman) orang yang terdiri dari unsur;

Tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan pelindungan anak; i

kelompok masyarakat miskin,;

kelompok disabilitas; dan L

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi mﬁl'

budaya masyarakat Desa,

Pesertaun dangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) M

yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan !

serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang -

Pemerintah  Daerah  Kabupaten/ Is‘:ucamtan. '

Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhay: a

Ketertiban Masyarakat, dan undanga.n ,

Peserta lainnya n:hagnnann dmmimud :

Epltrmeme an op




2 Unmur dan tugas panitin sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala

Desn

Pasal 5

Panitin Musrenbang Desas mempunyai tugns:

i, Menyiapkun segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.

b, Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.

¢, Menyampaikan draft tate tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk
dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang
Dena.

d. Menyusun pembagian  kelompok diskusi secara adil dan merata
berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.

e, Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta
mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.

. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan
prioritas program dan  kegiatan melalui format penyusunan prioritas
program dan kegiatan,

g Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas
program dan  kegintan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di
kecamatan.

h, Berkewajiban  menjalankan  Musrenbang Desa dengan penuh
tangungjawab, serta menjamin  pelaksanaan musyawarah penentuan
prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
Hak Peserta

1) Hak Peserta terdiri dari: |
@. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan iy |
pendapat,
b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan
prioritas,
2)  Yang memiliki hak bicara adalah:
f. Peserta Utusan; :
b. Peserta Undangan; dan =
¢. Peserta Lainnya.
3)  Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7
Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal

3 meliputi: _ B .
a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah
b.

-3
d,
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1)

2)

3)

1)
2
3)

4)

S)

1)
2)

3)

Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu
jalannya musyawarah,; dan

Menjalankan mekanisme proses musyvawarah/diskusi penyusunan
prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif,
Menyepakati  seluruh  ketetapan yang menjadi hasil keputusan
musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:

a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui
diskusi kelompok.

b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi
kelompok dan diskusi pleno.

c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.

d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
1. kelompok 1 (satu) bidang penvelenggaraan pemerintahan desa;
2.  kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.

Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan

keterwakilan dusun.

Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta

utusan

Pasal 9
Diskusi Kelompok

Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai Kriteria
dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.

Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun
prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.

Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari
peserta kelompok.

Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui
penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup
(skoring).

Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam
form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
kelompok.

Pasal 10
Diskusi Pleno

Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno. _
Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi
kelompok pada forum pleno,

Hasil ketetapan djnkum plenn dituangkan dalam berita acara mﬂm
ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Diskusi




1)
2)
3

4

Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa
berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok. _
Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil
diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.

Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju
pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan
perwakilan dari peserta,

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Desa Padasuka
Pada tanggal : 5 September 2022

Ketua,

ik

Nurhasanah

Wakil Masyarakat




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )

DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

At - Tp Tops Swhujasts T7 OC36/00 Do Pasiaswba Koe Potts Tk Sevany  Tnds Pos #6172

Nomor ¢ 005/013/BPD-PDSK/IX /2022 Padasuka, 07 September 2022
Lampiran -
Perihal : Undangan Kepada :
Yth.Bapak/Ibu/Saudarafi) :
di,-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Kecamatan Petir Nomor
142.3/156/Sekret /2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Pelaksanaan
Musyawarah Desa (MUSDES) dan Tahapan Penyusunan Penetapan RKPDes
Tahun 2023, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (I} pada :

Hari : Kamis a

Tanggal : 08 September 2022 4

Pukul : 13.00 s,d Selesai i

Tempat : Kantor Desa Padasuka

Acara : Musyawarah Desa [
*

Demikian surat undangan ini kami buat, atas kehadiran tepat pada waktunya
kami ucapkam terima kasih.

EVI RAFIUDIN
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )

Y% srn A DESA PADASUKA

‘gﬂg_::?* KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

Aamat - %o Bigs Swbajadi T OOSI00N Da. Dadaseba Zie. Dot Zah. Soang s Pos 272
%

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa
Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Banten dalam rangka
Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 8 September 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa,
vang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat,
serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
terlampir.

Materi vang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat
dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa adalah:

A. Mater
1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.
3. Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : Ewvi Rafiudin dari BFD

Notulen : Nurhasanah dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. Tatang dari Kepala Desa
2. Hasbani dari Kecamatan

3. Abdul Jalil dari Pendamping Desa
4. Ari Suhari  dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
yaitu:

1. Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

2. Persetujuan di Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang
Pembinaan Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dan
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa,

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan
pemungutan suara/voting,

Demikian Berita Acara imi dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

Al PADASUKA
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DESA PADASUKA
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NOTULENSI
Agenda rapat i MuSwaw agaH DEG
Hari, Tanggal : Wlf, 2 SEPTEMBER Doza
Jam 1% 00 wig
Tempat AN Ves# ?Aﬂﬂm\m
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DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

TENTANG
PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, FENETAPAN, EVALUAI DAN PELAPORAN FERATURAN
DESA TENTANG RENCANA PEMERINTAH DESA Dissa) TAHUN 2023

Hari/Tanggal  : Kamis, 08 September 2022

lam 13,00 WIB sampai Selesai

Tempat . Kantor Desa Padasuka

lumlah Peserta f'."‘i Orit
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MUSYAWARAH DESA MUSDES
UNTUK PERENCANAAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2023




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )

DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG
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BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN REP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Verifikasi Rancangan RKPDesa
Tahun Anpgaran 2023, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang
Provinsi Banten, maka pada hari inf ¢

Hari dan Tanggal :Jumat, 23 September 2022
Jam v 13.00 WiB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyvawarah Desa tentang verifikasi Rancangan RKPDes
Tahun 2023, vang telah dihadini oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh

masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam
daltar hadir terfampir.

Maten yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A, Mater

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa
Tahun 2024,

B. Unsur Pimpinen Rapat dan Narasumber

PemimpinMusyawarah : Ewvi Rafiudin dari Ketua BPD
Notulen : Eh Suhaeli dari Wakil Ketua BPD
Marasumber . 1. Tatang dari Kepala Desa

2. Ari Suhari dari PLD

3, Abdul Jalil dari PD

Setefah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Menyepakati Hasil Akhir Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP
Desa Tahun 2024;

2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2023

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan
suara /voling,

Demikian Berita Acars ini  dibuat dan disabkan
tanggungawab agar dapat dipergunakan sebagaimana

dtnguu]mmﬁ_,
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NOTULENSI
Agenda rapat  : Musyawarah Desa Verifikasi Rancangan RKP Desa Tahun 2023
Hari, Tanggal : Jumat, 23 September 2022 A
Jam » 13:00 WIB 1
Tempat : Kantor Desa Padasuka
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DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari, Tanggal . Jumat, 23 September 2022
Jam  13.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Desa Padasuka
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )
DESA PADASUKA
KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PADASUKA TENTANG RKP DESA TAHUN
2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan
pengesahan Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang RKPDesa Tahun
Anggaran 2023, di Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi
Banten, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang
telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta
unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian Peraturan Desa Tentang Rancangan RKP Desa Tahun
2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi
dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

PemimpinMusyawarah : Ewvi Rafiudin dari Ketua BPD
Notulen : Nurhasanah dari Sekretaris Desa '
Narasumber : 1. Tatang dari Kgpgh]}em
2. Ari Suhari dari PLD
3. Abdul Jalil dari PD
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya
seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati bnbemmhl PR
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tent
yaitu: i
1. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa W
2023 menjadi Peraturan Desa Padasuka T
Keputusan diambil secara musyawarah
suara/voting.




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )
DESA PADASUKA

KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG
Alamat - Kp. Togo Swhatadi 7 0051001 Ds. Padnswhe R, Dot Tith, Seuamy  Tiele Dos GEN72

NOTULENSI

Agenda rapat : Musyawarah Desa Pemnbahasan, Penetapan dan Pengesahan

Rancangan Peraturan Desa Padasuka Tentang RKP Desa

Tahun 2023
Hari, Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 13:00WIB
Tempat : Kantor Desa Padasuka y

Notulen Rapat :
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DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2023

Hari, Tanggal : Rabu, 28 September 2022
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat . Kantor Desa Padasuka
| No NAMA L/P| ALAMAT UNSUR TANDA-TANGAN
0 3 5 3 ;
._—1 | AU APmAH P |'ep negp < Qe des ) }/ﬁﬂﬁfi
|2 [Eh Réeup] T | s ke | Rpp
3 [{eAeian Pl andals | ¢ -evadan|® 5&\
4 W IRt dion 4 tﬁ-.‘iﬂduﬁq 1 of :
5 |€'L !%}f}_'k_m:f:w'rl L 'PZ"I Pf’tgtl"\ R‘ﬁ M-! Eég,éh][
6 | Sarsr-L U [ Pouel pebor | Breappomas
| 7 |emeo L | e lmes | Pr e
|8 | JaHruow | L |peno Banx | BPD
9 | Rhetiaey L |fes0 Jadet | Rpo £
10 | My d Rads [ |Re Fetal | rro !
11| SKeman | J | B4 teqal | Rroa | %
12| (yhar L | frdogenep | PLO
13 E{jfl,,,{fﬂ P lﬁepgparzﬂ:rf 2PD 1M'
14 13&.!"“1E.I"JE'=}'IH e |1;-‘_:55cl Sopons |  EPDEE I'... J
15 | eep udely) L | Serang ") =
16 ,ﬂ;@du\f ’jgdlﬂ ; | i PD @4
17| AY! ¢ L | [Regp Pasar | Basmwina g’ A‘f’
18 | fobry 2| Lukajad fees [y N
o Aivs [P | wiong | 90 [PJL
20| Murlebas | P | 1ego Seaang| 1 R
a1 | Aladrt §. L | Fodssat« | S Do |2
22 | Farmawas P P9 ?aaqﬂlp Fader g =
23 | Mulyanahy P | B | Kader [ |R i
24 | | & wefact P | Pedowlca : i
25 | H/nbono L | Ee Pr oc | Supapd, @
26
,{%ﬁﬁm‘uﬁ.ﬁ'.mﬁum hES 2
(;ﬁ FEPALA DES/ ﬂ I
(& "

'l‘l.'-_-j'l‘-‘



